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Abstrak

Kecurangan keuangan merupakan musuh bersama yang menghambat
pembangunan. Fenomena gaya hidup mewah para pejabat pengelola
keuangan merupakan signal negatif yang menarik untuk didiskusikan.
Tujuan penelitian ini mengungkap esensi faktor penyebab dan modus
operandi kecurangan pengelolaan keuangan yang terjadi pada suatu
instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
fenomenologi transendental dengan objek penelitian suatu instansi
pemerintah di Pulau Jawa. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi
pengelola keuangan, supplier dan auditor. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa esensi kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi
pemerintah disebabkan oleh tekanan bergaya hidup mewah, kesempatan
yang terbuka lebar karena kewenangan mutlak dalam mengelola
keuangan, dan pembenaran memperoleh penghasilan lebih karena
tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan instansi
pemerintah. Guna menyembunyikan kecurangan tersebut dilakukan
manipulasi bukti pengeluaran. Pendapatan yang diperoleh dari
kecurangan tersebut dinikmati bersama sebagai kompensasi dari tugas
dan tanggung jawabnya yang besar. Dengan penelitian ini diharapkan
para pemangku kepentingan, pimpinan tinggi kementerian lembaga, dan
auditor pemerintah lebih fokus dalam memitigasi kecurangan keuangan
pada instansi pemerintah.

Kata kunci: Kewenangan Mutlak, Kecurangan Keuangan, Instansi
Pemerintah, Tanggung Jawab Besar, Gaya Hidup Mewah.

Abstract

Financial fraud is a common enemy that hinders development. The
phenomenon of lavish lifestyles among financial management officials is an
interesting negative signal. The purpose of this study is to uncover the
essence of the causal factors and modus operandi of financial management
fraud that occurs in a government agency. This study employs a qualitative,
transcendental-phenomenological approach, focusing on a government
agency in Java as the research object. Data collection was conducted
through interviews, observation, and documentation. The informants of this
study included financial managers, suppliers, and auditors. The results show
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that the essence of financial management fraud in government agencies is
driven by pressure to maintain a lavish lifestyle, wide-open opportunities
enabled by absolute authority over finances, and the justification of
obtaining higher income given the significant responsibility for managing
government agency finances. To conceal this fraud, the evidence of
expenditure is manipulated. The income received from this fraud is shared
as compensation for their significant duties and responsibilities. With this
research, it is hoped that stakeholders, high-ranking leaders of ministries
and institutions, and government auditors will be more focused on
mitigating financial fraud in government agencies.

Keywords: Absolute Authority, Financial fraud, Government Agencies,
Great Responsibility, Luxurious Lifestyle.

PENDAHULUAN

Kecurangan keuangan menjadi masalah serius bagi pengeluaran keuangan negara.
Negara harus menanggung kerugian yang sangat besar akibat tindakan tersebut (ACFE, 2024).
Pengeluaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan guna mempercepat
pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal akibat praktik kecurangan yang dilakukan oleh
oknum pejabat pemerintah (Alfada, 2019; Griindler & Potrafke, 2019). Kecurangan keuangan pada
sektor publik berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, sehingga pembiaran
permasalahan tersebut berdampak pada masalah yang lebih serius. Akibatnya kecurangan
keuangan menjadi semakin sulit untuk diberantas (Prabowo et al., 2018).

Kecurangan keuangan merupakan keniscayaan yang tidak akan pernah punah dari muka
bumi. Kecurangan hanya dapat diminimalisir, namun dibabat habis hingga ke akar-akarnya tidak
akan pernah terwujud (Rohim et al, 2022). Kecurangan keuangan jarang terlihat dan sulit
diungkap, ibarat fenomena gunung es yang tampak bagian kecilnya saja, namun tersembunyi
kecurangan yang sangat besar di dalamnya (ACFE, 2024). Dibutuhkan kerjasama setiap individu
untuk bersama-sama menekan kecurangan keuangan di sektor pemerintahan. Sebab secara
spikologis pencegahan kecurangan keuangan harus dimulai dari setiap individu dengan
mengontrol sifat keserakahannya, menjadikan kebiasaan dan membudayakannya di sektor
pemerintahan (Lambie & Haugen, 2019).

Menurut Cressey (1953), kecurangan keuangan disebabkan tekanan, kesempatan dan
rasionalisasi. Kesempatan yang luas dan tekanan yang tinggi merasionalisasikan perbuatan yang
tercela menjadi benar (Rustiarini et al., 2019). Tekanan yang dialami oleh aktor pelaku kecurangan
keuangan berbeda-beda antara invidu yang satu dengan yang lainnya. Sebesar apapun tekanan
yang dihadapi, namun kesempatan tidak pernah ada maka tindakan kecurangan tidak akan
terjadi. Sehingga tindakan tercela tersebut lambat laun dirasionalisasi menjadi perbuatan yang
biasa saja, sebab telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari (Maulidi, 2020).

Berdasarkan laporan ICW (2025), kecurangan keuangan dalam menyalahgunakan
anggaran paling banyak terjadi pada instansi pemerintah, disusul dengan kegiatan fiktif dan
markup bukti pengeluaran. Dalam lima tahun terakhir tren peningkatan kerugian keuangan
negara terus meningkat akibat kecurangan keuangan pada instansi pemerintah. Kecurangan
keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah dominan dilakukan oleh aktor penting yang
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berkecimpung dalam pengelolaan keuangan (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Kesempatan yang terbuka
lebar menjadi faktor yang paling menonjol dibandingkan faktor lainnya. Berbagai fenomena
berbeda dialami instansi pemerintah sehingga faktor penyebab kecurangan keuangan juga
berbeda. Akibatnya modus yang dilakukan pelaku juga bermacam-macam dalam melakukan
perbuatan tercela tersebut (Kohar et al., 2024). Faktor pemicu kecurangan keuangan diantaranya
keinginan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan kebutuhan instansi (Riskiyadi et al.,
2020), dan kebutuhan dana taktis untuk membiayai kebutuhan yang tidak dianggarkan (Setiawan,
2019). Serta untuk membiayai setoran pajak agar tidak melanggar regulasi perpajakan (Tarjo et
al., 2021).

Modus kecurangan keuangan yang dilakukan pengelola keuangan dengan membuat
bukti pengeluaran fiktif dan melakukan kegiatan yang tidak penting hanya untuk kepentingan
menyerap anggaran yang tersedia (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Modus lainnya dengan melakukan
markup pengajuan anggaran dan memanipulasi dokumen pertanggungjawaban (Tarjo &
Riskiyadi, 2022). Beragamnya modus kecurangan yang dilakukan pengelola keuangan menjadi
celah untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi
kecurangan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah berdasarkan pengalaman hidup
para pengelola keuangannya. Nantinya juga mengungkap esensi penyebab terjadinya
kecurangan pengelolaan keuangan pada suatu instansi pemerintah.

Fenomena yang terjadi kecurangan keuangan dapat dilakukan sendiri atau berjamaah
serta pelaku dapat melakukan berbagai jenis kecurangan sekaligus (Riskiyadi, 2025). Kecurangan
keuangan tersebut meliputi manipulasi harga untuk kebutuhan pribadi atau kelompoknya, yaitu
sumbangan anggaran untuk organisasinya (Riskiyadi, 2025). Dalam berbagai kasus, kecurangan
pengelolaan keuangan terjadi karena norma timbal balik untuk berkompromi melangar peraturan
perundangan (Maulidi, 2020; Riskiyadi, 2021). Perubahan karakter pelaku kecurangan keuangan
dapat terlihat dari perubahan hidupnya. Sikap narsisme berupa bergaya hidup mewah dapat
menjadi signal peringatan terjadinya kecurangan keuangan. Sebab karakter tersebut yang
menjadi faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang menyebabkan kecurangan
pengelolaan keuangan (Waromi et al.,, 2025).

Kecurangan keuangan pada instansi pemerintah dapat terjadi karena lemahnya
pengawasan, kemampuan pelaku memanfaatkan celah regulasi (Indriani et al., 2019) dan
pemberian sanksi yang tidak tegas kepada para pelaku. Disamping itu, pencapaian terget kinerja
pelaksanaan anggaran (Tarjo & Riskiyadi, 2022), kepatuhan regulasi perpajakan (Riskiyadi et al.,
2020) juga menjadi penyebab kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.
Faktor lain yang memotivasi terjadinya kecurangan keuangan adalah kebiasaan budaya untuk
senantiasa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan serupa meskipun melanggar kentuan
regulasi (Riskiyadi et al., 2021; Tarjo et al., 2021).

Dalam berbagai studi, pencegahan kecurangan keuangan dapat dilakukan dengan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik (Aulia et al., 2024; Sitorus et
al., 2025). Membentuk budaya organisasi dan kepemimpinan yang baik sehingga tidak ada ruang
kesempatan terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan (Sembiring et al., 2023). Mengungkap
kecurangan keuangan lebih efektif menggunakan pendekatan yang lebih halus dibandingkan
dengan pendekatan yang arogan. Terbukti penelitian lebih optimal mengungkap kecurangan
pengelolaan keuangan dibandingkan dengan investigasi kecurangan oleh lembaga penegak
hukum (Suka, 2025). Sebab penelitian menggunakan pendekatan yang halus, sedangkan
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investigasi oleh penegak hukum menggunakan pendekatan yang arogan. Berdasarkan fenomena
tersebut, penelitian ini hadir untuk mengungkap esensi kecurangan pengelolaan keuangan pada
instansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya tentang kecurangan keuangan pada instansi pemerintah
umumnya membahas pengujian pengendalian internal, sistem akuntansi, dan mekanisme
pengawasan terhadap kecurangan keuangan dari perspketif organisasi dan kebijakan (Haurissa &
Dewi, 2021; Wana et al., 2025). Sedangkan dari perspektif pengalaman pengelola keuangan masih
jarang dilakukan eksplorasi lebih dalam. Umumnya, penelitian terdahulu juga terfokus pada
pendekatan kuantitatif, namun pengungkapan esensi dari kecurangan keuangan dari sudut
pandang psikologis dan sosial masih jarang dilakukan (Awaliah, 2023; Waromi et al., 2025).
Perspektif faktor yang memotivasi terjadinya kecurangan keuangan menggunakan fraud triangle
berdasarkan psikologis dan sosial pengelola keuangan menjadi kebaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap esensi kecurangan keuangan yang dialami
oleh pengelola keuangan suatu instansi pemerintah. Mendeskripsikan pengalaman masing-
masing individu dalam mengelola keuangan negara untuk menyimpulkan fenomena yang terjadi
dalam pengelolaan keuangan. Manfaat penelitian ini agar para pemangku kebijakan dapat
mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi kecurangan keuangan pada instansi pemerintah.
Melakukan mitigasi yang tepat sebelum permasalahan kecurangan pengelolaan keuangan
tersebut terjadi. Setidaknya mampu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan
keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Penelitian
ini juga bermanfaat sebagai pengayaan referensi bagi para auditor untuk lebih fokus pada faktor
penyebab dan modus operandi dari kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecurangan Keuangan

Kecurangan (fraud) keuangan merupakan perbuatan disengaja yang dilakukan oleh
pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan orang lain atau
organisasi (ACFE, 2024; Riskiyadi, 2025; Roffia & Poffo, 2025). Kecurangan keuangan pada
lingkungan pemerintahan berdampak pada kepercayaan publik, efektivitas lembaga, dan
menyebabkan kerugian keuangan negara (Wana et al., 2025). Kecurangan keuangan instansi
pemerintah umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, tekanan kebutuhan, dan
budaya organisasi yang menyebabkan kecurangan terus berkembang (Tarjo & Riskiyadi, 2022).
Dengan demikian, faktor penyebab kecurangan keuangan pada instansi pemerintah dipengaruhi
oleh faktor individual pelaku dan faktor eksternal, yaitu lemahnya pengawasan dan penerapan
sanksi bagi pelaku kecurangan (Kohar et al., 2024; Suasri et al., 2025).

Teori Fraud Triangle

Fraud triangle menyatakan bahwa tindakan kecurangan disebabkan karena tiga elemen
yang terjadi bersamaan yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran (Cressey, 1953; Siregar et al,,
2026). Tekanan merupakan sesuatu yang memotivasi pelaku melakukan kecurangan. Kesempatan
merupakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kecurangan.
Pembenaran merupakan perasaan pelaku yang membenarkan tindakan kecurangan yang
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dilakukannya dengan menganggap kecurangan merupakan perbuatan yang wajar (Kohar et al.,
2024; Riskiyadi et al., 2020; Wicaksono et al., 2023).

Tekanan merupakan faktor pendorong terjadinya kecurangan keuangan ketika pelaku
membutuhkan karena tuntutan hidup. Kesempatan muncul ketika pengawasan internal lemah
sehingga memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Lemahnya
pengawasan internal karena lemahnya prosedur, pengawasan yang tidak berkesinambungan
sehingga memberikan celah terjadinya kecurangan keuangan. Pembenaran melakukan
kecurangan keuangan merupakan pembenaran bahwa yang dilakukan sesuatu yang wajar dan
dapat diterima karena suatu situasi dan kondisi tertentu (Awaliah, 2023; Siregar et al., 2026; Tarjo
& Riskiyadi, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Fenomenologi digunakan untuk mengungkap esensi dari jalan gelap pengelola keuangan suatu
instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Makna pengalaman hidup setiap
individu pengelola keuangan merepresentasikan suatu fenomena yang diteliti. Peneliti harus
mampu mengungkapkan kesamaan pengalaman hidup yang mereka alami dalam suatu
fenomena tersebut. Pengalaman masing-masing individu digabungkan untuk mendeskripsikan
esensi fenomena secara universal (J. Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini fokus pada pengalaman
pribadi individu dalam suatu kelempok untuk merepresentasikan fenomena yang terjadi.
Pengalaman masing-masing individu mungkin akan berbeda-beda, namun dalam satu titik
tertentu, masing-masing individu mengalami pengalamani pengalaman yang sama. Persamaan
inilah yang diungkapkan untuk menjelaskan esensi fenomena yang terjadi (J. W. Creswell &
Creswell, 2022).

Jalan gelap dalam penelitian ini adalah tindakan menyimpang yang tidak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan fraud yang dilakukan oleh individu-
individu pengelola keuangan suatu instansi pemerintah daerah. Mengungkap esensi fenomena
yang diteliti dapat diperoleh dari karakter individu pengelola keuangan. Pendekatan
fenomenologi berdasarkan psikologis informan juga digunakan dalam penelitian ini (Englander
& Morley, 2023). Pendekatan fenomenologi transendental tepat digunakan untuk mengungkap
pengalaman yang dialami oleh masing-masing individu pengelola keuangan. Pengalaman
individu dalam mengelola keuangan suatu instansi pemerintah diungkapkan secara terstruktur.
Sehingga runtutan peristiwa yang dialami oleh masing-masing individu dapat secara gamblang
diuraikan dan diperoleh kesimpulan yang merepresentasikan fenomena yang diteliti.

Dengan fenomenologi peneliti bebas dalam mengespresikan tanpa terkekang dengan
prasangka dan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga merepresentasikan pengalaman dari
informan sesuai dengan esensi fenomena yang sebenarnya (Gupta & Awasthy, 2015; Moustakas,
1994). Peneliti harus mengesampingkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga esensi yang
diperoleh murni dari pengalaman informan. Pendapat, asumsi dan teori yang melekat pada
pribadi peneliti harus diletakkan terlebih dahulu dalam menganalisis informasi dari informan.
Sehingga hasil penelitian murni dari pengalaman yang dialami oleh masing-masing informan, dan
kesimpulan penelitian merepresentasikan esensi fenomena yang sebenarnya (J. W. Creswell &
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Creswell, 2022). Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti, dilakukan wawancara
kepada informan, observasi lokasi penelitian dan dokumentasi setiap informasi yang diperoleh.

Agar hasil penelitian mampu menangkap fenomena yang diteliti maka observasi
dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Observasi yang lama dapat mengkonfirmasi informasi
yang diperoleh dari wawancara ataupun sebaliknya mengkonfirmasi hasil wawancara dengan
observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan sebelum dan sesudah wawancara, dengan
tujuan observasi awal untuk menangkap fenomena awal pengelolaan keuangan suatu instansi
pemerintah yang diteliti. Hasil observasi awal dikonfirmasi saat wawancara dengan informan,
dilakukan pendalaman agar informan secara gamblang mengungkan pengalaman yang
dialaminya. Informasi baru yang diperoleh dari wawancara tersebut dikonfirmasi kembali pada
observasi berikutnya.

Setiap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi didokumentasikan sebagai
bukti dan petunjuk dari pengalaman masing-masing individu pengelola keuangan. Hasil
observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi satu-kesatuan informasi yang dapat
menggungkap esensi dari fenomena kecurangan pengelolaan keuangan suatu instansi
pemerintah. Observasi yang lama juga bertujuan untuk memotret seluruh tahapan pengelolaan
keuangan instansi pemerintah (Englander & Morley, 2023). Tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi satu-kesatuan pengelolaan keuangan instansi
pemerintah. Jalan gelap yang dilalui para informan dapat dimulai sejak tahap perencanaan hingga
ke tahap pertanggungjawaban. Namun tindakan curang pada suatu tahapan akan dilanjutkan
dengan kecurangan pada tahapan berikutnya.

Menggunakan prosedur dari J. Creswell & Poth (2018), fenomenologi transendental pada
penelitian ini mengikuti 8 tahapan. Langkah awal dalam penelitian adalah menentukan masalah
penelitian. Setelah masalah telah ditentukan dilajutkan dengan identifikasi fenomena yang
menyertai permasalahan tersebut. Tahapan berikutnya mengumpulkan data, yang daapt
diperoleh dari wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul
menentukan tema berdasarkan informasi penting dari data. Selanjutnya, mengembangkan
deskripsi tekstural dan struktural berdasarkan informasi penting yang telah ditentukan.
Berdasarkan deskripsi tekstural dan struktural, maka dapat menetukan esensi dari fenomena
penelitian. Langkah terakhir menyajikan esensi tersebut secara gamblang, mendiskripsikan secara
mendalam hasil penelitian. Alur dan tahapan dari prosedur penelitian ini sebagaimana Gambar 1.

Berdasarkan gambar 1, tahapan terpenting dari fenomenologi transendental adalah
mengembangkan deskripsi tekstual dan struktural dari tema penting yang telah disusun
sebelumnya. Deskripsi tekstual merupakan sesuatu yang dialami oleh pengelola keuangan yang
bersifat nyata dan faktual. Sedangkan, deskripsi struktural merupakan perasaan pengelola
keuangan memaknai pengalaman hidupnya dalam mengelola keuangan suatu instansi
pemerintah (J. Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018). Berdasarkan kedua deskripsi
tersebut esensi dari fenomena kecurangan pengelolaan keuangan akan muncul kepermukaan.
Peristiwa nyata dan pengalaman hidup informan saat mengalami kejadian tersebut merupakan
pondasi utama dalam membangun esensi penelitian.
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penentuan masalah
penelitian

menyajikan esensi dari identifikasi dan
masalah penelitian menggambarkan
fenomena
. memilah dan
menemukan esensi .
h menentukan asumsi
dari fenomena " "
filosofis
mengembangkan mengumpulkan
deskripsi tekstural data dengan
dan struktural wawancara

membuat tema
berdasarkan
pernyataan penting

Gambar 1. Prosedur penelitian fenomenologi transendental (J. Creswell & Poth, 2018)

Penelitian ini dilakukan pada suatu instansi pemerintah di Pulau Jawa yang mengelola
keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pulau
Jawa dipilih sebagai objek penelitian karena Jawa merupskan pusat perekonomian dan
pembangunan yang mengakibatkan APBN tersentralisasi di pulau tersebut. Sehingga potensi
kecurangan keuangan semakin besar, karena APBN yang dikelola besar. Penentuan lokasi
penelitian berdasarkan observasi awal yang berpotensi terjadi penyimpangan pengelolaan
keuangan pada instansi tersebut. Modus dan faktor penyebab yang mendasari penyimpangan
pengelolaan keuangan akan digali kepada para tokoh sentral pengelolaa keuangan. Tokoh sentral
tersebut mengetahui secar detail dan mendalam dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan di
instansinya. Pengumpulan informasi diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan,
observasi dalam waktu yang lama dan berkesinambungan serta mendokumentasikan seluruh
temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan informasi.

Pemilihan informan meliputi pejabat dan staf pengelola keuangan, supplier dan auditor.
Pejabat pengelolaa keuangan sebagai sumber informasi berkenaan dengan kebijakan
pengelolaan keuangan di instansinya. Staf pengelola keuangan sebagai sumber informasi yang
mengaplikasikan langsung kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Supplier sebagai
mitra instansi pemerintah yang mengelola keuangan negara sehingga mengetahui seluk-belum
penyimpangan pengelolaan keuangan. Auditor sebagai sumber informasi yang memiliki
pengalaman melakukan audit pada instansi pemerintah yang melakukan penyimpangan
pengelolaan keuangan negara. Informan yang dipilih merepresentasikan aktor-aktor penting
pengelolaan keuangan dari hulu ke hilir, sehingga esensi penyimpangan pengelolaan keuangan
dapat diungkap secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan nama samaran dari informan yang telah dipilih. Bertujuan
untuk menjaga identitas diri para informan dan menjunjung etika jurnalisitik. Nama-nama pejabat
pengelola keuangan pada suatu instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian ini adalah
Dava selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Diva menjabat sebagai Pejabat Pembuat Surat
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Perintah Membayar (PPSPM), Divo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Devi yang
bertindak sebagai Bendahara. Staf pengelola keuangan yang menjadi informan adalah Dova.
Informan sebagaimana telah disebutkan berasal dari internal instansi. Sedangkan informan yang
berasal dari luar adalah Davu selaku supplier yang menjadi mitra instansi pemerintah dan Deva
selaku auditor yang pernah melakukan audit atas instansi pemerintah yang menjadi objek
penelitian ini.

Wawancara kepada informan dilakukan dalam berbagai kesempatan yang berbeda
menggunakan teknik wawancara dengan berbagai sudut pandang sehingga informan merasa
nyaman dalam menguraikan pengalamannya. Wawancara dibuat mengalir sehingga informan
merasa tidak sedang dimintai keterangan. Dengan harapan informasi yang diberikan adalah
informasi yang jujur sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Pertanyaan yang diberikan
dikemas dalam berbagai konteks yang beragam namun dengan maksud yang sama, yaitu
penyimpangan pengelolaan keuangan. Dimaksudkan untuk menguji konsistensi jawaban dari
para informan. Informasi yang diperoleh dari informan yang satu dikonfirmasikan kepada
informan lainnya untuk memvalidasi dan menggali informasi lebih dalam.

Pertanyaan yang disusun meliputi proses pengelolaan keuangan meliputi perencanaan,
penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Faktor dan modus yang mendasari
penyimpangan untuk setiap tahapan pengelolaan keuangan juga dielaborasi dalam setiap
pertanyaan. Guna mendukung dan menvalidasi informasi yang telah diperoleh dari masing-
masing informan, observasi dilakukan secara berkesinambungan dengan mencocokkan informasi
yang diperoleh dari wawancara dan membandingkannya dengan observasi. Observasi yang lama
dan berkesinambungan juga bertujuan untuk memotret kinerja pengelolaan keuangan.
Dokumentasi berperan untuk mengabadikan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk
gambar, audio maupun video sebagai bukti konkrit penelitian ini. Dokumentasi juga sebagai
bahan untuk analisis lebih dalam dari informasi yang telah dikumpulkan.

Keabsahan penelitian ini harus diuji agar kebenaran hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan. Penelitian ini melakukan triagulasi meliputi pengujian credibility,
transferability, dependability dan confirmability. Pengujian credibility dilakukan dengan
melakukan konfirmasi informasi kepada masing-masing informan diperkuat dengan observasi
yang berkesinambungan dalam waktu yang lama. Pengujian transferability dilakukan berdasarkan
objek penelitian yang potensial melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan. Pengujian
dependability dapat dilakukan dengan replika penelitian serupa oleh peneliti lainnya. Pengujian
confirmability dilakukan dengan menguji hasil penelitian bahwa proses telah dilakukan dengan
benar. Penelitian ini juga melakukan uji triagulasi teori, metodologi, data dan peneliti (Denzin &
Lincoln, 2018).

Esensi penyimpangan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah diperoleh dari
analisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis
data penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data, penyajian data dan kesimpulan.
Menggunakan prosedur penelitian dari (J. Creswell & Poth, 2018) sebagaimana Gambar 1.
Melakukan reduksi data dengan cara membuat tema berdasarkan informasi penting dari data
yang diperoleh. Verifikasi data dilakukan melalui triagulasi data, dilanjutkan dengan
mengembangkan deskripsi tekstual dan struktural. Penyampaian data menggunakan deskripsi
tekstual dan struktural sebagai acuan dalam menentukan esensi penyimpangan pengelolaan
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keuangan suatu instansi pemerintah. Esensi penyimpangan pengelolaan keuangan inilah yang
merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan penelitian ini berupa praktik gelap pengelolaan keuangan instansi
pemerintah harus dapat diungkap secara gamblang melalui para aktor penting pengelola
keuangan. Tentu tidak berlebihan memberikan justifikasi atas tindakan haram para pengelola
keuangan tersebut. Fenomena gaya hidup mewah para pengelola keuangan menjadi pertanyaan
yang harus dijawab secara gamblang. Perubahan gaya hidup ini perlu diselidiki lebih mendalam
melalui metode pengumpulan data dan informasi yang tepat. Fenomena gaya hidup para
pengelola keuangan menjadi perhatian khusus untuk dilakukan ekplorasi lebih mendalam.

Kecurangan pengelolaan keuangan pada suatu instansi pemerintah daerah dapat
terpotret dari gaya hidup pejabatnya yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun perubahan gaya
hidup tidak serta merta menunjukkan terjadinya kecurangan keuangan, namun fenomena
tersebut dapat menjadi petunjuk jalan. Petunjuk inilah yang menjadi awal pendalaman secara
komprehensif untuk mengungkap kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.
Masalah ini sangat sensitif dan harus ektra hati-hati dalam mengungkapnya. Seperti sebuah
pepatah menangkap ikan tanpa membuat keruh airnya.

Hakekatnya tidak ada pembuat salah yang mengakui kesalahannya secara suka rela,
pelaku cenderung menyembunyikan rapat-rapat aib yang dilakukannya. Jalan gelap yang dilalui
para pengelola keuangan tidak dapat dipisahkan filosofis hidup yang dialaminya. Sehingga segala
informasi yang diperoleh dari kehidupan informan, pengamatan dari observasi dan bukti jejak
dari dokumentasi menjadi petunjuk dalam mengungkap esensi kecurangan pengelolaan
keuangan pada instansi pemerintah. Secara psikologis, tekanan kebutuhan gaya hidup,
kesempatan yang terbuka lebar serta membenarkan perbuatan tercela menjadi biasa saja
menyempurnakan penyebab kecurangan pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Penelitian ini diawali dengan observasi awal, dilanjutkan dengan wawancara secara
mendalam, hasil observasi dan wawancara dikonfirmasikan dengan informan lainnya. Setiap
temuan yang diperoleh didokumentasikan sebagai sarana untuk pendalaman informasi.
Observasi terus dilakukan secara berkesinambungan. Dokumentasi bertujuan untuk
meminimalisir hilangnya informasi apabila karena terbatasan ingatan peneliti. Dokumentasi juga
sebagai sarana mereviu informasi saat melakukan analisis data. Sehingga momen dan informasi
penting secara detail dapat diungkapkan dengan tepat.

Observasi awal telah menemukan permasalahan yang akan diungkap berserta fenomena
yang tampak dari permasalahan tersebut. Asumsi filosofi dari fenomena tersebut dikontruksi
sehingga menjadi dasar pertanyaan peneliti dalam mengungkap esensi kecurangan pengelolaan
keuangan suatu instansi pemerintah. Asumsi filosofis sangat penting sebab sebagai pondasi
dalam memfokuskan arah penelitian. Berdasarkan informasi dan pernyataan yang diperoleh dari
wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya dibuat tema penting sehingga
mempermudah dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

Setelah tema penting telah ditentukan, maka bagian-bagian penting dari tema tersebut
dideskripsikan menjadi deskripsi tekstual dan struktural. Dekripsi tektual dan struktural inilah yang
menunjukkan esensi dari kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Deskripsi
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tekstual menyajikan pernyataan fakta yang dialamai oleh informan maupun peristiwa nyata hasil
observasi. Deskripsi struktural menyajikan pengalaman informan maupun peneliti dalam
menyikapi deskripsi tekstual. Intisari dari penjabaran deskripsi tekstual dan struktural inilah yang
menjadi esensi dari kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Esensi
kecurangan pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah meliputi faktor penyebab dan
modus operandi yang digunakan pelaku untuk melancarkan perbuatan tercelanya. Berikut esensi
faktor yang memotivasi para pengelola keuangan menempuh jalan gelap dan modus yang
digunakan untuk menyembunyian perbuatannya.

Gaya Hidup Mewah

Bidang pengelolaan keuangan diidentikkan dengan lahan basah. Disebut lahan basah
karena pegawai yang menjabat diposisi tersebut lebih mudah mendapatkan tambahan
penghasilan. Sehingga tidak sedikit pegawai instansi pemerintah selalu mendambakan posisi
tersebut. Sebab para pengelolanya selalu mendapatkan penghasilan lebih dibanding pegawai
yang tidak diposisi tersebut. Penghasilan dimaksud dapat diartikan sebagai penghasilan yang sah
atau sebaliknya. Secara spikologi, pegawai dengan penghasilan yang lebih tinggi akan
meningkatkan gaya hidupnya.

Pernyataan Devi selaku bendahara membenarkan asumsi masyarakat tentang lahan
basah tersebut, yaitu ungkapan kemudahan dalam memperoleh penghasilan tambahan. Lahan
basah diidentikkan sebagai lahan yang subur sehingga mudah ditanami dan hasil panen yang
melimpah. Berikut pernyataan Devi:

“... orang-orang menganggap ditempatkan sebagai pengelola keuangan enak mas, gampang
mendapatkan uang, banyak yang mengistilahkan itu lahan basah”

Pernyataan Devi sebagai orang internal instansi terkonfirmasi oleh pernyataan Davu
selaku supplier. Davu sebagai orang luar instansi yang banyak berinteraksi dengan orang-orang
dari instansi pemerintah lainnya. Pernyataan Devu membenarkan anggapan masyarakat dan Devi.
Berikut pernyataan Devu:

“orang-orang dinas yang sering kesini semuanya bilang jika menjadi pengelola keuangan
lebih enak mas, cari uang disana gampang, ya... maklumlah bagian keuangan ibarat lahan
basah dibanding bagiannya lainnya”

Selaras dengan Devi dan Davu, Divo selaku PPK mendukung pernyataan bahwa anggapan
lahan basah lebih mudah mendapatkan uang. Tekanan dari teman dekat dan lingkungan yang
dirasakan pengelola keuangan juga meningkat seiring dengan jabatan pengelola keuangan yang
diembannya. Gaya hidup pengelola keuangan harus lebih mewah dari sebelumnya. Sebagimana
pernyataan Divo berikut:

“..memang benar begitu anggapan masyarakat mas, menjadi pengelola keuangan harus
terlihat kaya, barang-barang yang digunakan harus lebih baik dari teman-teman yang lain.
Sebab penghasilan tinggi, gaya hidup harus mengikuti katanya... Mungkin anggapan itulah
yang memenekan kami mas ..."

Pegawai yang mulanya memiliki gaya hidup biasa akan berubah drastis setelah menjabat
pengelola keuangan. Perubahan tersebut disebabkan anggapan masyarakat bahwa penghasilan
yang tinggi harus merubah gaya hidup. Anggapan tersebut menjadi tekanan bagi pegawai yang
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menjabat pengelola keuangan. Sehingga tekanan tersebut lambat laun akan membentuk karakter
pegawai yang curang dalam mengelola keuangan negara. Pegawai yang sebelumnya hidup biasa
saja akan terseret arus akibat anggapan menyesatkan yang selama ini berkembang di masyarakat.

Fenomena gaya hidup mewah yang terjadi di lingkungan pengelola keuangan juga
menjadi perhatian khusus bagi auditor. Deva selaku auditor senior yang banyak melakukan audit
dilingkungan instansi pemerintah menemukan bahwa penampilan para pengelola keuangan lebih
baik dibandingkan dengan pegawai lain dikantornya. Berikut penyataan Deva:

“... selama saya melakukan audit di berbagai instansi pemerintah, tampilan pegawai yang
terlibat dalam pengelolaan keuangan memang lebih baik mas dibanding pegawai
sekantornya, mungkin karena penghasilannya lebih baik mas (tersenyum). meskipun catatan
kami saat audit disana juga banyak mas”

Gaya hidup mewah semakin mempertegas bahwa pengelola keuangan tersandera
dengan lingkungannya. Tekanan lingkungan untuk bergaya hidup mewah menyebabkan
pengelola keuangan melakukan cara yang tercela melakukan kecurangan keuangan. Fenomena
gaya hidup mewah para pengelola keuangan merupakan bentuk redflag terjadinya kecurangan
keuangan yang dapat diamati.

Kewenangan Seluas-Luasnya

Pengelola keuangan memiliki akses penuh atas keuangan negara yang dikelolanya sejak
dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan
pengelolaan keuangan saling berkaitan antar tahapan yang satu dengan yang lainnya. Setiap
individu dalam tim pengelolaan keuangan memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing.
Kewenangan absolut para pengelola keuangan sesuai dengan tugasnya masing-masing
menyebabkan kesempatan melakukan kecurangan keuangan terbuka lebar.

Pejabat tertinggi dalam pengelolaan keuangan adalah KPA. KPA yang bertanggungjawab
penuh atas pengelolaan keuangan. Sebagian kewenangan KPA dilimpahkan kepada PPK yang
bertanggungjawab atas pengujian tagihan dan berkomitmen dengan supplier. PPSPM berwenang
menguji tagihan keuangan kepada negara. Bendahara bertanggungjawab atas keuangan yang
dikelolanya, mengeluarkan keuangan negara atas perintah PPK. Staf keuangan bertugas
membantu menyiapkan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan rentetan tugas dan kewenangan dari masing-masing individu, pengelola
keuangan memiliki kewenangan yang saling ketergantungan antara pejabat dengan stafnya.
Kewenangan pengelolaan keuangan tersebut menjadi kendali penuh dari KPA, sehingga pegawai
dengan jabatan dibawahnya menjadi tunduk atas segala perintahnya. KPA memiliki perintah
mutlak atas pengelolaan keuangan sehingga kecurangan keuangan yang diperintahkan oleh KPA
menjadi keharusan yang harus dijalankan oleh pegawai dibawahnya.

Dava selaku KPA memiliki kendali penuh atas pengelolaan keuangan di instansinya. KPA
yang juga sebagai kepala instansi adalah pucuk pimpinan tertinggi dalam instansi pemerintah.
Sehingga seluruh pegawai dalam lingkup kekuasaannya. Pegawai yang memiliki jabatan
dibawahnya harus tunduk kepada pimpinan pucuk dan tidak punya kekuatan untuk menolak
kecurangan keuangan yang terjadi di instansinya. Berikut pernyataan Dava sebagai pimpinan
pucuk:
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“pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab penuh KPA mas, jadi kebijakan
pengelolaannya kami yang menentukan”

Pernyataan Dava sebagai KPA terkonfirmasi dari informasi yang disampaikan Dova. Dova
adalah staf pengelola keuangan. KPA sebagai pemegang kendali pengelolaan keuangan,
kebijakan yang ditentukan harus diterapkan secara maksimal oleh pegawai dibawahnya. Jika tidak
demikian, maka konsekuensi buruk akan diterima oleh para pengelola keuangan yang
mengabaikan kebijakan KPA. Namun bentuk penghargaan akan diberikan pimpinan apabila
kebijakan kecurangan keuangan dieksekusi dengan baik oleh pegawai dibawahnya. Berikut
pernyataan Dova:

“kebijakan keuangan seluruhnya sudah ditentukan KPA mas, kami dibawah hanya melakukan
apa yang diinstruksikan... kami dibawah tidak dapat menolaknya, berat konsekuensinya, tapi
kami tetap bersyukur pimpinan masih memperhatikan kesejahteraan kami”

Akses pengelolaan keuangan menjadi tanggungjawab para pengelola keuangan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing. Para pejabat memiliki kewenangan penuh atas
kebijakan dan otorisasi sedangkan bendahara dan staf memiliki kewenangan langsung atas bukti
pengeluaran. Sehinga kecurangan keuangan harus dilakukan dengan persekongkolan mulai dari
jabatan staf hingga pimpinan tertinggi yaitu KPA. Persekongkolan tersebut berimplikasi atas
pembagian penghasilan mulai dari jajaran staf hingga KPA.

Pernyataan Diva sebagai PPSPM semakin memperkuat pernyataan dari Dava dan Dova.
Pengeloaan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga
kecurangan keuangan harus dilakukan secara bersama-sama dibawah komando KPA.
Sebagaimana pernyataan Diva berikut:

“... kami pengelola keuangan telah diberikan kewenangan masing-masing mas, sehingga kami
tidak dapat melakukan serangkaian proses ini sendirian. Kebijakan KPA pasti kami laksanakan,
begitu juga semua yang terjadi dibawah kami laporkan kepada KPA melalui PPK, jadi segala
sesuatu yang kami lakukan kami saling mengetahuinya (tersenyum). Termasuk uang lelah juga
terdistribusi secara adil kepada seluruh teman-teman yang terlibat”

Berdasarkan penyataan Diva diatas, persekongkolan terjadi untuk saling menutupi
kecurangan keuangan yang dilakukan dalam instansi pemerintah. Sebab peraturan perundangan
telah membagi tugas dan kewenangannya masing-masing dan tidak dapat dirangkap oleh satu
orang untuk jabatan tertentu. Sehingga persekongkolan menjadi alternatif yang tepat untuk
melakukan kecurangan keuangan secara berjamaah. Sebagai konsekuensi atas persekongkolan
tersebut, kelebihan pendapatan dibagi ke seluruh pengelola keuangan yang terlibat.

Devi selaku bendahara, yaitu tokoh sentral dalam pengelolaan keuangan menyatakan
bahwa akses yang luas kepada dokumen sumber serta kebijakan pimpinan untuk melakukan
kecurangan keuangan membuka peluang terjadinya kecurangan keuangan. Sebagai konsekuensi
atas pemufakatan jahat tersebut, tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh pagawai yang
terlibat. Pernyataan Devi sebagai berikut:

“... yang punya akses atas pengelolaan keuangan hanya kami dengan teman-teman saja mas,
kami dapat mengkondisikan semuanya. Tergantung kebijakan pimpinan pengelolaannya
bagaimana. Yang jelas kesejahteraan pasti kami bagi-bagi mas”.
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Kewenangan mutlak dari KPA didukung pemufakatan jahat dari seluruh unsur pegawai
pengelola keuangan memberikan kesempatan yang cukup bagi para pelaku untuk melakukan
kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Sebagai konsekuensi atas
persekongkolan tersebut, tambahan penghasilan dari kecurangan keuangan dibagi-bagikan
kepada pengelola keuangan yang terlibat.

Tanggungjawab yang Besar

Pengelola keuangan memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi sehingga
harus memperoleh reward yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang
diembannya. Kenyataanya, beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi tidak diiringi dengan
tambahan penghasilan yang memadai. Honorarium para pengelola keuangan yang sangat minim
dirasa tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipangkunya. Sehingga para
pengelola keuangan mencari penghasilan dengan jalur yang tidak dibenarkan. Tindakan
kecurangan keuangan menjadi solusi instan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Para pengelola keuangan beranggapan bahwa kecurangan pengelolaan keuangan umum
terjadi pada instansi pemerintah lainnya. Meskipun awalnya para pengelola keuangan sadar
perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tercela, namun lambat laun perasaan tersebut
mulai pudar dan membenarkan tindakan tercela yang dilakukannya saat ini. Kejadian ini sesuai
dengan pernyataan Davu selaku supplier yang banyak bermitra dengan instansi pemerintah,
bahwa pada instansi pemerintah lainnya kecurangan pengelolaan keuangan wajar terjadi. Berikut
pernyataan Davu:

“..orang orang yang kesini beranggapan kecurangan sudah lumrah terjadi mas, macam-
macam alasannya ... mungkin hati nuraninya sudah mati mas (tersenyum tipis)”

Dova selaku staf memiliki pengalaman yang sama dengan tema-temanya di instansi
lainnya, bahwa kecurangan keuangan yang dilakukannya juga terjadi pada instansi pemerintahan
lainnya. Sehingga pembenaran itulah yang menyebabkan kecurangan keuangan semakin tumbuh
subur dalam instansi pemerintah. Berikut pernyataan Dova tentang pembenaran tersebut:

“teman-teman saya di instansi lainnya juga tidak berbeda dengan kita mas, mungkin yang
berbeda antara kami dengan mereka tentang cara-caranya saja.

Dava selaku KPA juga menyatakan pernyataan serupa, bahwa beban tugas dan tanggung
jawab yang tinggi tidak sepadan dengan honor yang diterimanya, sehingga menerapkan
kebijakan untuk mengkondisikan tambahan penghasilan tidak sah kepada para pengelola
keuangan. Pernyataan Dava yaitu:

“beban tugas dan tanggung jawab kami tinggi mas, sebenarnya kami juga mempunyai tugas
pokok yang lain, tapi tenaga kami terkuras habis pada pengelolaan keuangan ini. Meskipun
honornya ada, tapi masih jauh lebih besar tugas dan tanggung jawabnya mas... kebijakan saya
dan teman-teman kondisikan saja (ekspresi optimis)..."

Selanjutnya, Deva selaku auditor juga menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab
pengelola keuangan sangat besar. Terlebih honor yang diterima para pengelola keuangan saat
ini telah dipangkas sesuai dengan ketentuan peraturan. Mungkin salah satu faktor yang
menyebabkan kecurangan keuangan tumbuh subur. Pelaku merasa tugas dan tanggung jawab
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yang diembannya sangat besar, namun honor yang diterimanya semakin menurun. Berikut
pernyataan Deva:

“... terkadang kasihan juga dengan beban tugas dari temen-temen pengelola keuangan mas,
mereka pasti tidak ada liburnya. Honor temen-temen pengelola keuangan juga dipangkas saat
ini mas, tapi beban pekerjaan semakin meningkat.”

Bendahara memiliki tanggung jawab dan tugas terbesar diantara pengelola keuangan
yang lainnya. Seluruh pengeluaran uang negara harus melalui bendahara. Ditambah tugas
administrasi yang dibebankan kepadanya yang menyebabkan bendahara semakin sibuk dengan
rutinitasnya. Honor yang diterima mungkin tidak sebanding dengan tugas dan tanggung
jawabnya, sehingga rasionalisasi melakukan kecurangan keuangan lambat laun tumbuh dalam
diri bendahara. Berikut penyataan Devi selaku bendahara:

“kerjaan ini seakan tidak pernah selesai mas (tersenyum), kerjaan silih berganti, ditambah
tanggung jawab kami ini sangat besar mas... tapi apresiasi negara atas kerjaan kami ini
semakin dikurangi mas, semakin lucu saja ya... keluhan temen-temen yang lain juga demikian,
akhirnya kami kondisikan saja mas..."

Tugas dan tanggung jawab yang besar tanpa diimbangi dengan penghargaan yang
setimpal menyebabkan pengelola keuangan membenarkan kecurangan keuangan yang
dilakukannya. Mengambil uang negara dengan cara yang tidak sah dianggap biasa sabagai
kompensasi yang setimpal atas dedikasi pekerjaannya selama ini.

Penyembunyian Kecurangan Keuangan

Berbagai modus digunakan oleh pelaku kecurangan keuangan untuk menyembunyikan
perbuatannya. Memanipulasi bukti pengeluaran untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
Sedangkan manipulasi bukti pengeluaran melakukan markup harga satuan atau kuantitas barang
atau jasa yang dibeli sehingga harga yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan lebih tinggi
dari harga sebenarnya.

Manipulasi bukti pengeluaran tersebut sesuai dengan pernyataan Devi selaku bendahara
sebagai berikut:

“biasanya kami lakukan markup bukti pengeluaran mas, uangnya kami bagi dengan teman-
teman yang lain. Kasihan mas beban kerja tinggi tapi honor sedikit, jadi buat tambahan
(tersenyum) ..."

Davu selaku supplier mendukung pernyataan Devi. Davu membantu untuk memanipulasi
bukti pengeluaran. Berikut pernyataan Davu:

“... markup bukti pengeluaran sudah biasa mas, biasanya teman-teman yang belana disini
minta dinaikkan kuantitas atau harga satuannya mas”

Manipulasi bukti pengeluaran menjadi solusi terbaik yang dipilih pengelola keuangan
untuk mendapatkan penghasilan lebih. Secara etika manipulasi bukti pengeluaran tidak begitu
parah jika dibandingkan dengan membuat bukti pengeluaran fiktif. Pembeda dari keduanya
adalah manipulasi bukti pengeluaran meningkatkan kuantitas atau harga satuan sehingga harga
totalnya juga meningkat tetapi pembelian memang dilakukan. Sedangkan bukti pengeluaran fiktif
pembelian tidak penah dilakukan.
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Esensi Kecurangan Keuangan

Esensi kecurangan keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah berdasarkan
pengalaman pengelola keuangan disebabkan karena tekanan, kesempatan dan pembenaran
sesuai dengan teori fraud triangle (Cressey, 1953). Tekanan gaya hidup mewah membutuhkan
keuangan yang besar menjadi penyebab pelaku melakukan kecurangan. Temuan tersebut sejalan
temuan penelitian Haurissa & Dewi (2021) bahwa gaya hidup yang yang tidak diimbangi dengan
penghasilan yang memadai menyebabkan kecurangan keuangan. Kesempatan muncul ketika
pelaku memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap sumber daya dan lemahnya pengawasan
internal sehingga kecurangan keuangan terjadi (Awaliah, 2023; Kohar et al., 2024). Pelaku yang
mengalami tekanan sehingga termotivasi melakukan kecurangan keuangan, namun kesempatan
tertutup rapat, tidak akan terjadi tindakan kecurangan keuangan (Maulidi, 2020). Pelaku
kecurangan keuangan mencari pembenaran moral sehingga menganggap yang dilakukan adalah
benar dan wajar karena tanggung jawab yang besar sehingga berhak mendapatkan kompensasi
lebih besar atau bahwa insentif formal yang diberikan tidak sebanding dengan tingkat tanggung
jawab (Haurissa & Dewi, 2021).

Perbuatan kecurangan keuangan mendorong modus operandi yang dilakukan pelaku
untuk menyembunyikan kecurangan keuangan dengan cara memanipulasi bukti pengeluaran,
yaitu melakukan markup pengeluaran atau membuat pengeluaran fiktif. Temuan tersebut sejalan
dengan penelitian Tarjo & Riskiyadi (2022) yang menyatakan pelaku kecurangan keuangan pada
instansi pemerintah menyembunyikan perbuatannya dengan melakukan markup bukti belanja
dan manipulasi bukti pengeluaran. Kelebihan dari markup bukti pengeluaran tersebut dinikmati
bersama oleh pengelola keuangan. Kelebihan dari manipulasi bukti keuangan tersebut sebagai
kompensasi atas tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan suatu instansi
pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kecurangan keuangan yang dilakukan pengelola keuangan pada suatu instansi
pemerintah memberikan ceritanya masing-masing. Fraud triangle menjadi faktor yang
memotivasi para pengelola keuangan melakukan tindakan tercela tersebut. Tekanan dari
lingkungan sekitar untuk memenuhi gaya hidup mewah membuat pegelola keuangan melakukan
kecurangan keuangan. Kesempatan yang terbuka lebar atas kewenangan yang seluas-luasnya
bagi para pengelola keuangan menjadi angin segar untuk melakukan kecurangan keuangan.
Pembenaran melakukan kecurangan keuangan karena tugas dan tanggung jawab yang besar
namun tidak memperoleh apresiasi yang setimpal membuat pengelola keuangan menambah
penghasilannya dengan cara yang tidak sah.

Untuk menyembunyikan kecurangan pengelolaan keuangan yang terjadi pada instansi
pemerintah, para pengelola keuangan memanipulasi bukti pengeluaran. Pembelian memang
dilakukan tetapi dilakukan markup untuk jumlah kuantitas atau nilai harga satuannya. Selisih
antara pembelian yang sebenarnya dengan bukti pengeluaran setelah markup dibagi-bagikan
kepada para pengelola keuangan. Terjadi persekongkolan antar pengelola keuangan sehingga
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antar individu akan saling menutupi perbuatannya masing-masing. Fenomena gaya hidup mewah
para pengelola keuangannya menjadi petanda kecurangan keuangan pada instansi pemerintah.

Saran

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pemilihan fenomena yang tampak ke permukaan.
Dalam banyak kasus kecurangan keuangan, fenomenanya terkadang tersembunyi. Penelitian
berikutnya dapat mengeksplorasi dari fenomena yang tersembunyi. Temuan penelitian ini
menjadi peringatan dan masukan kepada para pemangku kepentingan, pimpinan tinggi
kementerian atau lembaga dan auditor pemerintah untuk fokus melakukan mitigasi kecurangan
pengelolaan keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah.
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